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Abstrak
Perdagangan tekstil telah tunduk pada pengendalian unilateral, bilateral, dan multilateral melalui kebijakan perdagangan yang dilakukan oleh banyak pemerintah di seluruh dunia dalam beberapa dekade sejak awal abad ke-20. Masalah pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan merupakan alasan terpenting karena berkaitan dengan perlunya pengendalian perdagangan tekstil. Tindakan sejumlah negara yang terlibat memaparkan dinamikanya tersendiri. Apabila selama masa awal perkembangannya industri tekstil didukung oleh pertumbuhan ekonomi negara-negara, yang sekarang dikenal sebagai negara-negara maju, sejak pasca-Perang Dunia II negara-negara berkembang semakin bertambah untuk berperan pula. Pasar industri telah menjadi target ekspor tekstil dan pakaian negara berkembang selama abad ke-20. Namun, peristiwa tersebut seringkali dikaji di bidang perekonomian, sehingga tulisan yang secara khusus menyoroti sejarah hubungan perdagangan tekstil global dengan kesejahteraan penduduk Indonesia belum maksimal dilakukan. Artikel ini membahas bagaimana keterlibatan Indonesia dalam perdagangan tekstil dan pakaian global pasca-Perang Dunia II. Dengan menggunakan metode sejarah, artikel ini menyajikan fakta bahwa Indonesia telah berperan dalam perdagangan tekstil dan pakaian global pada masa pascakemerdekaan. Keterlibatan Indonesia dalam perdagangan tersebut melesat selama kurun waktu 1980-1993, meskipun negara ini tidak terlibat lebih jauh dalam negosiasi untuk menentukan aturan perdagangan secara global. Sektor ini cukup menopang perekonomian, namun tidak begitu berpengaruh secara lebih signifikan pada kesejahteraan masyarakat pada skala nasional.
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Abstract
The textiles trade has been subject to unilateral, bilateral and multilateral control through a trade policy created by many governments in the world since the beginning of twentieth century. Issues on economic growth and labour are important because they are closely related to the needs of control in the textiles trade. Several countries which are involved in the textiles trade have their own dynamics. At the beginning of its growth, textiles industry was catalysed by the economic growth at developed countries. Furthermore, developing countries took this role after World War II. The industry market became the target of textiles and clothing export from developing countries during the twentieth century. There are a lot of research about economic in this period, but research about about the history of global textiles trade is rarely found. This article concerns how the Indonesian roles were in the global textiles and clothing trade after World War II. By using history method, this article presents facts that Indonesia was involved in the global textiles and clothing trade during the period after its independence. The Indonesia involvement in this trade increased from 1980 until 1993 although Indonesia was not fully involved in the negotiation about global rule of trade. Textiles sector has supported the Indonesian economy, but it has not significantly influenced people’s welfare at the national scale. 
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PENDAHULUAN

Berbicara tentang perdagangan internasional, selalu tidak lepas dari kepentingan yang lebih kompleks dibandingkan dengan yang ada pada skala nasional dan lokal. Melihat bahwa pakaian dan tekstil adalah salah satu jantung dari denyut nadi perekonomian di banyak negara sejak abad ke-19, perdagangan internasional cenderung membuktikan dinamikanya tersendiri di sektor tersebut, terutama saat masing-masing negara memiliki cara pandang dan aturan yang beragam berbasis pada yang diyakini oleh pemerintah mereka. Implikasi atas hal tersebut dapat dilihat pada industri dan perdagangan tekstil dan pakaian sepanjang abad ke-20 yang menjadi peristiwa penting untuk memandu bagaimana kesejahteraan masyarakat dapat terwujud atau tidak.
Pasca-Revolusi Industri tekstil dan industri pakaian telah menjadi media yang sangat penting dalam bisnis internasional. Selain banyak memberikan kesempatan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dunia, jaringan kedua industri tersebut telah menjadi sumber ketenagakerjaan terbesar untuk sektor pertanian dan industri di dunia (Dickerson 1995; Goto 1988). Pembangunan industri tekstil dan perdagangan bahkan membuktikan mampu berfungsi sebagai lokomotif ekonomi bagi upaya-upaya pembangunan lain suatu negara (Cline 1990). Kemunculan dan pembangunan awal negara maju salah satunya disebabkan oleh geliat industri tekstil dan perdagangannya, sehingga memancing beberapa negara berkembang untuk mengikuti metode tersebut (Hamilton and Martin 1990). 

Sederet perubahan struktural sebagai konsekuensi dinamika perdagangan tekstil global (Azis 2000) lalu mengakibatkan industri tekstil tidak bisa diabaikan begitu saja dalam konteks perkembangan kesejahteraan penduduk di negara-negara berkembang. Bidang industri tampaknya lebih disukai di lingkungan ekonomi negara-negara berkembang daripada sektor lain. Hal ini disebabkan oleh sedikitnya modal dan teknologi yang diperlukan namun mampu memberikan banyak lapangan kerja bagi tenaga kerja murah. Selain itu, kebutuhan dunia atas produk tekstil dari negara-negara berkembang menjadi lebih terlihat stabil daripada produk pertanian lainnya. Strategi pembangunan negara-negara berkembang pada akhirnya semakin tertumpu pada pasar tekstil setelah Perang Dunia II. 
Selain meningkatnya jumlah negara berkembang yang ikut serta dalam perdagangan global, Dickerson (1995) berpendapat bahwa setidaknya ada empat faktor lain yang dapat memengaruhi pembangunan pasar dunia tekstil. Pertama, sejak kurun waktu sekitar 1950-1990-an, pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan telah meningkatkan kebutuhan konsumen global atas produk-produk impor selain juga telah mendorong keinginan eksportir untuk memenuhi kebutuhan impor. Kedua, kecanggihan teknologi telah meningkatkan komunikasi global dan mengurangi biaya transaksi pada negosiasi-negosiasi dagang dan perdagangan. Ketiga, kemajuan sistem transportasi dunia telah memfasilitasi pedagang grosir dan retailer dalam mencari produk baru dan telah membantu pabrik dan pengusaha dalam menciptakan pasar baru di luar negeri. Keempat, pengaturan kelembagaan yang lebih baik pada transaksi perdagangan antarnegara sangat mendukung pertukaran produk dan pembayaran. Secara bersama-sama, semua faktor ini telah membantu perkembangan produksi global dan distribusi produk-produk industri. 

Banyak penelitian yang berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan perdagangan internasional, terutama dalam bidang ekonomi, seperti yang dilakukan oleh Adam dan Behrman (1976), Thursby and Thursby (1988), Moran (1988), Jenkins (1980), Hufbauer, Berliner, dan Elliot (1986), Cline (1987), Kessing dan Wolf (1980), Goto (1988), Erzan, Goto, dan Holmes (1990), Wohlgenant (1985), dan Dahlgran (1987). Akan tetapi, tulisan-tulisan itu yang sebagian di antaranya bisa digunakan sebagai sumber bagi penelitian sejarah Indonesia, sedikit sekali mengupas sejarah perdagangan tekstil dan pakaian selama abad ke-20 dan dampaknya terhadap kesejahteraan penduduk. Hal ini mengingat beberapa tulisan memberi banyak informasi yang bisa ditulis secara diakronis, sekalipun ada beberapa kelemahan tulisan tersebut jika ditinjau dari metodologi sejarah. Oleh karena itu, penting adanya sebuah penelitian khusus untuk itu. Selain itu, tekstil atau pakaian (produk-produk tekstil) yang dapat digunakan untuk merepresentasikan secara keseluruhan kompleksitas industri tekstil, yang meliputi industri tekstil dan industri pakaian (Azis 2000), memberikan konsekuensi bahwa tekstil dan pakaian dapat menjadi analisis tersendiri dalam menghubungkan perdagangan internasional, industri tekstil, dan kesejahteraan penduduk di Indonesia. Artikel ini mencoba untuk mengeksplorasi bagaimana keterlibatan Indonesia dalam perdagangan tekstil di tingkat global.

METODE
Meskipun sumber-sumber yang digunakan di dalam tulisan ini banyak berasal dari kajian ekonomi, baik yang sezaman maupun yang tidak, metode yang digunakan di dalam artikel ini adalah metode sejarah. Metode sejarah yang terdiri atas heuristik, kritik, sintesis, dan penulisan sejarah (Sjamsuddin 2007:76) membantu dalam memahami bagaimana hubungan antara dinamika global yang berkaitan dengan perdagangan tekstil dan kesejahteraan di Indonesia selama beberapa dekade tertentu. Sumber-sumber yang digunakan di dalam artikel ini berasal dari penelitian, publikasi, dan beberapa draf aturan yang dianalisis dan disintesis sebelum pada gilirannya ditulis secara kronologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perdagangan Tekstil Negara Industri Baru
Pembangunan awal industri dan perdagangan tekstil serta pakaian didahului dengan adanya Revolusi Industri. Diperkenalkan oleh para kapitalis Inggris, sistem pabrik mendorong produksi barang-barang tekstil yang melebihi kebutuhan oleh pasar dalam negeri. Pasar baru di luar negeri menjadi pilihan yang rasional agar barang-barang tekstil tersebut tidak justru menjadi beban (Dickerson 1995). Pasar tekstil pada gilirannya semakin tumbuh subur secara global. Hal itu terjadi manakala kebutuhan impor semakin tidak terbendung, sementara suplai dalam negeri yang ada justru tidak seimbang (Curry dan Henneberry 1993).
Perubahan tersebut menstimulasi banyak perubahan berikutnya, baik di negara industri atau bukan. Dinamika perdagangan global pada awal abad ke-20 yang merupakan kelanjutan hubungan inovasi teknologi dan merkantilisme pada abad ke-17 dan abad ke-18 pun dalam tingkat dan skala tertentu memperlihatkan banyak negosiasi antarnegara sebagai implikasi tren perdagangan tekstil dan pakaian meningkat. Sejumlah kebijakan dalam mengendalikan industri di masa itu, monopoli perdagangan, dan restriksi manufakturing di wilayah-wilayah jajahannya bahkan semakin kuat di bawah kekuatan kolonial yang diberlakukan oleh sejumlah negara. Dalam konteks yang demikian, negara merkantilis cenderung menempatkan wilayah jajahannya sebagai basis suplai, sebagian besar material mentah, untuk pembuatan dan pemasaran produk akhir mereka (Ellsworth dan Leith 1969:36). Dengan struktur produksi dan perdagangan dunia yang cenderung memihak negara-negara maju (Maizels 1963), beberapa negara industri, seperti Inggris dan Amerika Serikat (AS), menjadi produsen tekstil utama dunia pada tahun 1900—kondisi yang berbeda ketika sebelum Revolusi Industri, ketika Asia merupakan eksportir netto di sektor tekstil ke Inggris dan Eropa Barat (Singleton 1997:14). Bahkan, pada tahun 1913, hasil tekstil dari semua negara maju mencapai 85 persen hasil tekstil dunia (Hanson 1980). 
Kondisi tersebut bukan berarti tidak ada persaingan dari sejumlah negara berkembang. Sejak awal abad ke-20, Jepang mencoba peruntungan dengan menjadi pionir kelompok negara berkembang di mana negara-negara Asia yang lain, Amerika Latin, dan Eropa Tengah yang justru mempunyai kecenderungan yang sulit agresif kepada perdagangan tekstil global (Azis2000). Setelah Perang Dunia I, Jepang secara progresif membangun industri tekstilnya. Pada pertengahan 1930-an, produksi manufakturing Jepang telah melampaui Italia, Belgia, dan Swedia. Jepang pun perlahan kian sukses dalam permainan perdagangan tekstil global, sehingga situasi ini memancing negara berkembang lain untuk mengambil peran. 
Pasca-Perang Dunia II, Indonesia tertarik menjadi salah satu negara pendatang baru, selain Pakistan, India, Korea Selatan, dan Hong Kong. Negara-negara tersebut tampaknya terinspirasi Jepang. Dimulai pada 1950-an, Indonesia memasuki pasar tekstil global, meskipun dengan menghadapi sederet tantangan yang berkaitan dengan kebijakan kelembagaan yang telah ada (Azis2000). Keuntungan Indonesia sebagai negara yang baru merdeka adalah terlibat di konsolidasi baru suasana pascaperang dalam merancang suatu sistem global perdagangan yang lebih terbuka. Akan tetapi, hal itu diikuti dengan catatan bahwa AS dan negara-negara Eropa masih memegang kendali, yang dibuktikan dengan dipimpinnya General Agreement on Tariff and Trade (GATT) oleh AS yang dibentuk pada 1947 dan negara Eropa Barat yang membentuk Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) pada 1948. Dua kelompok ini kemudian berpandangan bahwa hambatan perdagangan internasional yang pernah terjadi pada tahun 1930-an perlu dihilangkan sehingga kehendak bergerak maju menuju perdagangan bebas dapat terwujud (Azis 2000).

Liberalisasi perdagangan telah meningkat sejak terbentuknya GATT pada tahun 1947. Desain hubungan antara negara maju dan tidak mulai berubah secara dinamis pada tahun 1950-an. Ketika Jepang diakui masuk ke GATT pada tahun 1955 atas dukungan AS, beberapa anggota lainnya tetap merestriksi pasar dalam negerinya dari produk tekstil Jepang (Raghavan1990:51). Beberapa peristiwa yang membuat Jepang tidak nyaman—meskipun dengan terpaksa tetap masuk dalam percaturan perdagangan global—adalah bagaimana Inggris dan Perancis memotong ekspor tekstil Jepang sampai dengan awal 1960-an. Selain itu, panas-dingin hubungan Jepang-AS pada tahun 1955 ditunjukkan akibat pemerintahan Eisenhower yang meminta Jepang untuk membatasi ekspor tekstil katun pilihan selama satu tahun. 
Jepang yang bersikukuh ingin mendapatkan ruang bergerak dalam format perdagangan baru, memperoleh tantangan yang tampak heroik dari AS, setidaknya melalui sejumlah pengaturan. Jepang menginginkan ekspornya ke AS tidak tertatih-tatih. Selain itu, negeri matahari terbit itu tidak ingin produk mereka dikendalikan secara lebih ketat. Akan tetapi, usaha meyakinkan produsen di AS ternyata tidak mudah karena pengalaman buruk di masa perang bahwa Jepang dikenal dengan reputasi melanggar hak cipta, membuat merk palsu atas barang asli, dan menerapkan dumping pasar (Yofie 1983:59; Patterson 1966:273).

Negosiasi AS-Jepang berdampak pada tinggi-rendahnya impor AS dari produk Jepang dan negara berkembang yang lain. Ekspor katun Jepang selama kurun 1956-1961 memang merupakan yang tertinggi di antara negara berkembang yang lain, meskipun mengalami penurunan pada tahun 1956-1957. Akan tetapi, penguasaan besaran impor manufakturing dari Jepang tidaklah berlangsung stabil. Tabel 1 di bawah justru menunjukkan bahwa ekspor katun dari Hong Kong dan negara-negara Asia lainnya meningkat untuk mengisi kevakuman yang diakibatkan pemotongan ekspor Jepang. Hal ini dilakukan dalam rangka mencukupi kebutuhan AS yang cukup tinggi. Jepang tidak menyerah dengan terus melakukan lompatan negoisasi. Salah satu keberhasilan mereka adalah perolehan simpati politik dari para pemimpin AS, sehingga menyebabkan terbentuknya Dewan Perdagangan AS-Jepang. Jepang menganggap momentum tersebut penting untuk menjaga semangat “teman baik sekaligus pasar yang bernilai” dalam hubungannya dengan AS (Yoffie 1983: 60-61).
	Tabel 1

	Impor Manufakturing Katun Amerika Serikat

	Tahun 1956 - 1961 (dalam Juta Dolar)

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1956
	1957
	1958
	1959
	1960
	1961
	

	Jepang 
	84,1
	65,7
	71,7
	76,9
	73,4
	69,7
	

	Hong Kong
	0,7
	5,8
	17,4
	45,8
	73,4
	47,0
	

	Negara Asia lainnya
	15,3
	13,0
	14,3
	24,0
	34,0
	25,0
	

	Mesir
	0,4
	0,5
	0,3
	0,3
	5,9
	1,0
	

	Spanyol
	0,5
	0,3
	0,3
	1,6
	7,2
	3,2
	

	Portugal
	0,3
	0,1
	0,4
	1,0
	5,2
	2,3
	

	Total Impor
	154,3
	132,2
	0,3
	201,3
	248,3
	203,3
	

	Sumber: Hunsberger (1964:325).


Hubungan yang dialami Jepang-As, juga beberapa hubungan negara yang lain, merefleksikan bahwa pertumbuhan pasar tekstil berbanding terbalik—meskipun tidak drastis—dengan kebebasan perdagangan tekstil (Azis 2000). Ketakutan sejumlah negara maju terhadap perkembangan industri negara-negara berkembang pasca-Perang Dunia II mengakibatkan proteksionisme menemukan jalan yang semakin tidak terbendung. Di antara sektor-sektor yang dianggap penting di ranah perdagangan global, industri tekstil telah menjadi sektor paling diproteksi secara menyeluruh (Cline 1990; Goto 1988). Pengekangan itu berkaitan dengan ekspor-impor. Di beberapa negara, baik di negara maju (Dickerson 1995) maupun negara berkembang (GATT 1984), impor tekstil direstriksi. Bahkan, di negara maju, di beberapa kasus, terdapat pelarangan impor tekstil. Tujuan yang paling lazim dimengerti di sini adalah kebijakan proteksi pasar tekstil dalam negeri. 
Liberalisasi perdagangan tekstil sejak tahun 1947 tampaknya mengambil jalan yang berbeda dari prinsip-prinsip dasar GATT. Restriksi perdagangan pertama kali muncul di tahun 1955, ketika Jepang diminta oleh Pemerintah AS untuk menyetujui Voluntary Export Restraint (VER) atau Pembatasan Ekspor Sukarela untuk membatasi ekspor tekstil katunnya ke AS. Pada tahun 1957, Jepang juga telah menyetujui VER lima tahun kedua menyusul tekanan dari industri tekstil AS. Bukan hanya hubungan Jepang-AS, pada tahun 1958 Hong Kong mengalami kasus VER yang serupa di pasar Inggris. Bahkan, pada tahun 1962 Hong Kong harus menghadapi situasi yang lebih buruk, yakni embargo ekonomi dari Pemerintah AS (Aggrawak 1985; Yoffie 1983; Destler dan Sato1979; Lynch 1968; Hunsberger 1964). Karena pemberlakuan restriksi, selama tahun 1970-an pendapatan negara-negara berkembang yang menjadi eksportir pun menurun dengan tajam (Goto 1988: 2; Snape 1988: 2).

Pendekatan perdagangan bilateral yang disukai beberapa negara kemungkinan dapat memprovokasi balas dendam perdagangan sehingga mengalami situasi yang justru tidak berpihak pada kerja sama lanjutan. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya kelemahan dalam pendekatan tersebut. Sejak akhir tahun 1950-an banyak negara berkembang yang telah menemukan cara untuk mengambil keuntungan dari menghindari proteksi sehingga mereka masih dapat meningkatkan ekspor mereka (Yofie 1983). Perdagangan tekstil lalu sengaja diatur secara terpisah dan dikeluarkan dari skema GATT pada tahun 1961, terutama oleh negara-negara pengimpor terhadap para eksportir. Hubungan bilateral antarnegara dagang pun berubah menjadi hubungan multilateral sejak tahun 1960-an.
Pada tahun 1961, sebuah perjanjian multilateral satu tahun yang disebut sebagai Short Term Arrangement Regarding International Trade in Textile (STA) ditandatangani. STA tersebut memperbolehkan negara-negara importir mengambil tindakan unilateral terhadap produk asing jika produk tersebut dianggap dapat menyebabkan apa yang disebut sebagai “gangguan pasar,” istilah yang sebagian besar merujuk pada kelebihan suplai tekstil murah dari negara-negara berkembang (Yoffie 1983). Pada tahun 1962 pengaturan multilateral lima tahunan yang disebut sebagai Long Term Arrangement Regarding Cotton Tetile Trade (LTA) ditandatangani oleh 19 negara. LTA tersebut diperbarui pada tahun 1967 dan diperbarui sekali lagi pada tahun 1970 (Dickerson 1995).
Serat sintetis, serat nabati, campuran sutra, dan wol menjadi benda yang disukai untuk diperdagangkan secara global. Namun, barang-barang tersebut belum diatur dalam STA dan LTA selama liberalisasi perdagangan yang menguat. Oleh karena itu, pengaturan baru yang dikenal dengan nama Multi Fiber Arrangement (MFA) diperkenalkan sejak Januari 1974. MFA telah disesuaikan dan diperbarui sebanyak enam kali selama lebih dari dua dekade, yaitu: MFA I (1974-1977), MFA II (1977-1981), MFA III (1981-1986), MFA IV (1986-1991), perpanjangan ke-1 MFA IV (1991-1992), perpanjangan ke-2 MFA IV (1992-1993), dan perpanjangan ke-3 MFA IV (1993-1994). MFA, pada gilirannya, berada dalam masa transisi akibat Uruguay Round. Pada Desember 1993, 117 anggota negara GATT menyetujui rencana penghapusan setahap demi setahap MFA dalam waktu 10 tahun, dimulai sejak 1 Juli 1995 (Dickerson 1995; GATT 1994). 

Perdagangan tekstil internasional, dengan berbagai macam aturan main, memicu banyak negara untuk mengambil tindakan. Mereka  memiliki cara khusus untuk memperbesar keuntungan hingga mengantisipasi kerugian. Hal ini dilakukan untuk merespon kebijakan proteksi yang bersifat menyeluruh dan tetap dalam banyak pengaturan yang sangat berdampak terhadap negara-negara eksportir dan negara-negara importir. Meskipun dampak kebijakan tersebut berfokus pada negara-negara berkembang, negara-negara maju juga terkena dampak yang tidak terelakkan, mengingat bahwa mereka sebagian besar termasuk importir. Misalnya, alasan adanya distorsi pasar sebagai dasar untuk melakukan kebijakan proteksi yang dilakukan negara-negara importir, telah memaksa negara-negara berkembang merevisi strategi ekspor mereka. Karena kebijakan proteksi menurunkan pendapatan ekspor mereka (Goto 1988:2; Snape 1988:2), beberapa negara berkembang yang eksportir mengalihkan produksi tekstil mereka dari item-item produk yang diproteksi ke dalam item-item produk yang tidak diproteksi. Sebagian lainnya memilih untuk meningkatkan kualitas produk ekspor mereka dalam rangka memperoleh nilai per unit yang lebih tinggi pada pemberlakuan kuota. Sementara itu, sebagian lainnya memilih merelokasi bidang investasi dan produksi mereka ke negara-negara lain, yang menerapkan proteksi namun dengan jumlah kecil atau bahkan tidak menerapkan kebijakan proteksi perdagangan. Di negara-negara importir, melindungi industri dalam negeri dan menyelamatkan lapangan kerja dalam negeri telah menjadi alasan utama untuk memproteksi perdagangan tekstil. 
China, Indonesia, Korea Selatan, Taiwan, Pakistan, Thailand, Turki, dan India secara signifikan meningkatkan bagian mereka di pasar tekstil dan pakaian dunia di tahun 1980-1993. Sebagian dari mereka bahkan mengambil peran penting dalam aktivitas ekspor yang tergolong paling cepat di dunia, meskipun kadangkala produksi ekspor mereka sempat masih kalah dengan beberapa negara berkembang lain. Portugis, misalnya, pada tahun 1986 berhasil memperkuat posisinya sebagai eksportir pakaian murah ke negara-negara yang lebih maju di Eropa Barat (Corado dan Gomes 1995). Adapun dampak yang muncul bukan terhadap negara berkembang adalah peristiwa ketika beberapa negara yang berfokus pada sektor tekstil fashion, seperti Italia, tampak mendapat angin segar karena memperoleh dukungan dari perdagangan internasional (Anson dan Simpson 1988; Arpan, dkk. 1982), yang menyebabkan sebagian dukungan pemerintah Italia dihalangi oleh Komisi Eropa pada tahun 1987 dengan beberapa  alasan (Dickerson 1995: 412). 

Share AS pada kurun waktu 1980-1993 cenderung menampakkan yang terendah di antara eksportir-eksportir utama (Singleton 1997:17; GATT 1994:84). Hal ini berdampak pada kecilnya kontribusi industri tekstil AS terhadap ekspor barang. Pada 1993 share AS di sektor tekstil dan pakaian tidak lebih masing-masing sebesar 1,3 persen dan 1,1 persen. Dibandingkan dengan negara maju lainnya seperti Jerman, Perancis, dan Inggris yang market share-nya lebih besar dibandingkan dengan AS, negara-negara berkembang tetap masih lebih baik. Hal ini diksebabkan oleh argumentasi bahwa negara-negara maju tampak tidak menganggap begitu penting sektor-sektor tersebut. Sebaliknya, negara-negara berkembang seperti Pakistan, Turki, India, Indonesia, dan Portugis memiliki bagian yang lebih besar pada ekspor barang mereka. Sektor-sektor tersebut telah menjadi sektor sangat penting bagi negara-negara berkembang. Keberhasilan negara berkembang tersebut tidak terlepas bagaimana mereka menetapkan upah standar yang lebih rendah daripada negara maju, di mana cara ini kemudian menjadi salah satu pemicu bagaimana rata-rata upah riil pada industri tekstil dan industri pakaian di negara-negara maju telah menurun sejak awal 1970-an sampai tahun 1985, meskipun upah standar di negara-negara maju lebih tinggi daripada negara-negara berkembang, (U.S. Congress, Office of Technology Assessment1987:7). 

Yang menarik, kecuali di sektor tekstil, respon Jepang cukup lambat. Jepang tidak lagi menjadi eksportir utama di sektor pakaian. Meskipun nilai dolar pada ekspor tekstilnya masih lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa negara maju lainnya, tren umum pada ekspor Jepang menurun, seperti halnya negara-negara industri lainnya. Berbeda ketika mereka memainkan peranan penting pada tahun 1950-an dan 1960-an, mereka menjadi ancaman yang besar bagi industri tekstil negara-negara maju. Selain proteksi perdagangan, hal-hal yang turut menyebabkan penurunan ekspor Jepang dapat juga berasal dari meningkatnya besaran upah negara tersebut (U.S. Congress, Office of Technology Assessment1987:7).

Fakta bahwa produksi tekstil cenderung tidak ekonomis dibandingkan dengan industri produk tekstil (seperti pakaian) disebabkan modal yang lebih banyak, kemampuan produksi yang lebih besar, mesin produksi yang lebih besar, serta upah tenaga kerja yang lebih murah untuk menekan biaya produksi, seketika menggejala. Negara-negara maju seperti Jerman, Jepang, AS, Inggris, Perancis, dan Belanda, bersama-sama dengan negara-negara industri baru seperti Korea Selatan dan Taiwan mengekspor lebih banyak tekstil daripada pakaian. Di lain sisi, Hong Kong, Italia, China, Indonesia, dan India mengekspor lebih banyak pakaian daripada tekstil (Singleton 1997).

Impor tekstil yang meningkat secara cepat cukup mengganggu industri negara-negara maju. Meskipun ketidakseimbangan perdagangan dapat meningkatkan pengangguran, mengurangi pendapatan industri, atau bahkan memaksa beberapa pabrik tekstil keluar dari pasar, pertumbuhan impor dapat pula mendorong produsen dalam negeri menemukan penyesuaian industri yang lebih baik agar bisa tetap kompetitif. Karena peran pentingnya, khususnya dalam menyediakan lapangan kerja, para produsen tekstil dan serikat pekerja di negara-negara maju telah menggunakan pengaruh politiknya untuk mencari proteksi perdagangan melalui kebijakan industri dan perdagangan. Di sisi lain, proteksi tersebut telah memberikan efek terhadap industri dan perdagangan, baik di negara importir maupun negara eksportir (Singleton 1997:17; GATT 1994:84)

Meskipun perdagangan internasional dari negara-negara di Asia memiliki bentuk dinamikanya tersendiri, beberapa pola perdagangan justru mereplika secara berulang-ulang, sebagaimana ditunjukkan oleh besarnya gelombang tekstil Asia ke negara-negara maju seperti ke Inggris dan Eropa Barat sejak sebelum Revolusi Industri hingga tahun 1990-an (Singleton 1997:14). Perdagangan internasional menceminkan bagaimana sederet pengaturan tetap menempatkan Asia sebagai faktor yang tidak bisa diremehkan begitu saja bagi negara-negara maju.
Keterlibatan Indonesia dalam Perdagangan Tekstil dan Pakaian
Industri tekstil negara-negara berkembang pasca-Perang Dunia II menghadirkan horizon tersendiri bagi percaturan perdagangan tekstil global. Salah satu kelebihan negara berkembang sehingga mampu menjadi negara eksportir adalah kemampuan mereka dalam meningkatkan kapasitas produksi dengan biaya yang murah untuk bersaing dengan produk negara-negara maju. Pola ini terus berlangsung selama beberapa dekade, dengan asumsi bahwa harga murah akan lebih banyak diminati dibandingkan dengan kualitas tinggi yang berharga tinggi. Tentu saja cara ini memberikan peluang dalam peningkatan daya saing ekspor negara-negara berkembang (Singleton 1997:102; Park 1994:149). Memimpin persaingan harga, negara-negara berkembang terus meningkatkan bagian mereka pada ekspor tekstil dunia, inilah yang kemudian menyebabkan pergeseran perdagangan global. Hal ini telah memaksa lebih banyak negara-negara berkembang untuk terlibat dalam ekspor serupa yang kemudian memberikan efek negatif bagi perdagangan. Dengan mempertimbangkan besarnya peningkatan impor, negara-negara maju mulai mempromosikan proteksi perdagangan dan berbagai kebijakan untuk penyesuaian industri. 

	Tabel 2

	15 Eksportir Utama Tekstil tahun1993

	 
	 
	
	
	
	
	 

	
	Nilai (US$ milyar)
	Bagian di Ekspor Dunia (persen)
	Rata-rata Perubahan Tahunan (persen)
	Bagian di Ekspor Barang Dagangan Negara Bersangkutan (persen)

	Negara 
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	1993
	1980
	1993
	1980-93
	1980
	1993

	Jerman
	11,9
	11,4
	10,3
	5
	3,3
	3,1

	Hong Kong
	11,2
	- 
	-
	15
	8,7
	8,3

	Ekspor dalam negeri 
	2,1
	1,7
	1,8
	7
	6,6
	7,3

	Italia
	10,0
	7,6
	8,7
	7
	5,3
	5,6

	Korea Selatan
	9,0
	4,0
	7,8
	11
	12,6
	10,9

	China a)
	8,7
	4,6
	7,5
	10
	14,0
	9,5

	Taiwan
	8,2
	3,2
	7,1
	12
	9,0
	9,7

	Jepang
	6,7
	9,3
	5,8
	2
	3,9
	1,9

	Belgia
	6,5
	6,5
	5,5
	5
	5,5
	5,2

	Luxembourg b)
	
	
	
	
	
	

	AS
	6,0
	6,8
	5,2
	4
	1,7
	1,3

	Perancis
	5,4
	6,2
	4,7
	4
	3,0
	2,6

	Inggirs
	4,1
	5,7
	3,5
	2
	2,8
	2,3

	Pakistan
	3,5
	1,6
	3,0
	11
	33,5
	52,4

	India b)
	2,9
	2,1
	2,5
	8
	13,3
	15,0

	Belanda
	2,6
	4,1
	2,3
	1
	3,1
	1,9

	Indonesia
	2,6
	0,1
	2,3
	37
	0,2
	7,2

	Total
	90,2
	74,9
	78,1
	-
	-
	-

	Sumber: Diolah dari Singleton (1997:6) dan GATT (1994:80). 


Dilihat dari Tabel 2, tampak Jerman menduduki peringkat pertama eksportir utama tekstil di dunia pada kurun waktu 13 tahun. Sejak tahun 1980 salah satu negara di Eropa ini mengambil lebih dari 10 persen bagian dari ekspor dunia dan rata-rata perubahan tahunan hingga tahun 1993 sebesar 5 persen. Jika Jerman menduduki peringkat pertama di dunia selama tahun 1980-1993, Indonesia berada di urutan ke-15. Negara ini mengambil setidaknya 0,1 persen bagian dari ekspor dunia dan rata-rata perubahan tahunan hingga tahun 1993 sebesar 37 persen.

Berbeda dengan 15 urutan eksportir utama tekstil dunia di atas, pada Tabel 3 di bawah tampak bahwa Indonesia lebih baik daripada Belanda dan Inggris dalam ekspor pakaian dunia. Hong Kong berada di urutan teratas, berbeda dengan di Tabel 2, yakni berada di urutan kedua di bawah Jerman. 

	Tabel 3

	15 Eksportir Utama Pakaian Tahun 1993

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Nilai (US$ milyar)
	Bagian di Ekspor Dunia (persen)
	Rata-rata Perubahan Tahunan (persen)
	Bagian di Ekspor Barang Dagangan Negara Bersangkutan (persen)

	Negara 
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	1993
	1980
	1993
	1980-93
	1980
	1993

	Hong Kong
	21,0
	-
	-
	12
	24,5
	15,5

	Ekspor dalam negeri
	9,3
	11,5
	7,0
	5
	34,1
	32,2

	             Ekspor ulang
	11,7
	-
	-
	32
	4,7
	11,0

	China a)
	18,4
	4,0
	13,9
	21
	8,9
	20,1

	Italia
	11,8
	11,3
	8,9
	8
	5,9
	6,6

	Jerman
	6,7
	7,1
	5,1
	6
	1,5
	1,8

	Korea Selatan
	6,2
	7,3
	4,6
	6
	16,8
	7,5

	AS
	5,0
	3,1
	3,7
	11
	0,6
	1,1

	Perancis 
	4,6
	5,7
	3,4
	5
	2,0
	2,2

	Turki
	4,3
	0,3
	3,3
	31
	4,5
	28,3

	Thailand
	4,2
	0,7
	3,1
	24
	4,1
	11,4

	Portugal b)
	4,0
	1,6
	3,1
	17
	13,6
	21,9

	Taiwan
	3,7
	6,0
	2,8
	3
	12,3
	4,4

	India
	3,6
	1,5
	2,7
	15
	6,9
	16,5

	Indonesia
	3,5
	0,2
	2,6
	32
	0,4
	9,5

	Inggris
	3,4
	4,6
	2,6
	5
	1,7
	1,9

	Belanda
	2,5
	2,2
	1,9
	8
	1,2
	1,8

	Total
	91,2
	66,9
	68,7
	-
	-
	-

	Sumber: Diolah dari Singleton (1997: 17) dan GATT (1994: 84).


Kedua tabel terakhir di atas menggambarkan 15 besar negara eksportir utama tekstil dan pakaian pada tahun 1993. Kesamaan yang dapat dipahami bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, negara-negara Asia tampak mendominasi dalam perannya sebagai eksportir tekstil dan supplier pakaian. Setengah dari para eksportir dan supplier berasal dari negara Asia. China merupakan negara yang paling progresif dibanding  Indonesia dan India, di mana ketiga negara tersebut termasuk ke dalam kelompok yang tidak sering diduga sebelumnya akan meningkatkan secara signifikan bagian mereka di pasar tekstil dan pakaian dunia. Jika di 15 eksportir utama pakaian dunia Cina berada di posisi ketiga, di tabel ke-2 menunjukkan bahwa Cina berada di urutan yang tidak lebih baik. India selalu mengambil bagian yang lebih banyak daripada Indonesia—dilihat kedua tabel tersebut.
Fakta tersebut tentu merefleksikan kelebihan komparatif negara-negara tersebut dengan ditopang oleh upah rendah dan tenaga kerja berlimpah sehingga mereka menjadi kompetitif di sektor tekstil dan pakaian berkualitas rendah. Pada periode yang sama (1980-1993), Korea Selatan, Taiwan, Pakistan, Thailand, dan Turki juga telah meningkatkan ekspor mereka di sektor tekstil dan pakaian. Indonesia, China, Hong Kong, Turki, Thailand, Taiwan, dan Korea Selatan telah menjadi eksportir paling progresif di dunia. Tetapi produksi ekspor mereka masih kalah dengan Italia di sektor tekstil, serta AS dan Portugis di sektor pakaian, sedangkan negara-negara maju lainnya mengalami penurunan produksi di kedua pasar tersebut (Corado dan Gomes 1995). 

Impor tekstil yang meningkat secara cepat cukup mengganggu industri negara-negara maju. Hal itu memberikan sejumlah dampak yang sebagian besar tidak diinginkan masyarakat di masing-masing negara, seperti peningkatan pengangguran, pengurangan pendapatan industri, atau bahkan memaksa beberapa pabrik tekstil keluar pasar. Akan tetapi, sisi positif dari ketidakseimbangan perdagangan adalah bahwa pertumbuhan impor berpotensi mendorong produsen dalam negeri menemukan penyesuaian industri yang lebih baik agar bisa tetap kompetitif (Azis 2000). Karena peran penting para produsen tekstil dan serikat pekerja di negara-negara maju sebagai penggerak perekonomian, khususnya dalam menyediakan lapangan kerja, mereka lalu menggunakan pengaruh politiknya untuk mencari proteksi perdagangan melalui kebijakan industri dan perdagangan. Proteksi tersebut pada gilirannya memberikan efek terhadap industri dan perdagangan, baik di negara importir maupun negara eksportir.

Tabel 2 dan 3 menunjukkan sekitar setengah eksportir tekstil serta lebih dari setengah supplier pakaian berasal dari negara berkembang, terutama dari Asia. China, Indonesia, dan India secara signifikan meningkatkan bagian mereka di pasar tekstil dan pakaian dunia, yang merefleksikan kelebihan komparatif negara-negara tersebut dengan ditopang oleh upah rendah dan tenaga kerja berlimpah sehingga mereka menjadi kompetitif di sektor tekstil dan pakaian berkualitas rendah. Pada periode yang sama (1980-1993), Korea Selatan, Taiwan, Pakistan, Thailand, dan Turki juga telah meningkatkan ekspor mereka di sektor tekstil dan pakaian. Indonesia, China, Hong Kong, Turki, Thailand, Taiwan, dan Korea Selatan telah menjadi eksportir paling progresif di dunia. Tetapi, produksi ekspor mereka masih kalah dengan Italia di sektor tekstil, serta AS dan Portugis di sektor pakaian, sedangkan negara-negara maju lainnya mengalami penurunan produksi di kedua pasar tersebut. Setelah bergabung ke dalam European Community (EC) pada tahun 1986, Portugis memperkuat posisinya sebagai eksportir pakaian murah ke negara-negara yang lebih maju di Eropa Barat (Corado dan Gomes, 1995). Italia memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional, khususnya tekstil fashion. Prestasi Italia sebagian besar disebabkan dukungan besar pemerintahnya (Anson dan Simpson 1988; Arpan, dkk. 1982).

Share AS adalah yang terendah di antara eksportir-eksportir utama tersebut, yang mengimplikasikan bahwa kontribusi industri tekstil AS terhadap ekspor barang semakin menurun. Sebagaimana yang diindikasikan pada kedua tabel di atas, share AS di sektor tekstil dan pakaian pada tahun 1993 masing-masing sebesar 1,3 persen dan 1,1 persen. Dibandingkan dengan negara maju lainnya seperti Jerman, Perancis, dan Inggris, marketshare-nya lebih besar dibandingkan dengan AS, tetapi masih lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Hal ini memperlihatkan bahwa sektor-sektor tersebut telah menjadi sektor kurang penting bagi perekonomian negara-negara maju. Negara-negara berkembang seperti Pakistan, Turki, India, Indonesia, dan Portugis memiliki bagian yang lebih besar pada ekspor barang mereka. Sektor-sektor tersebut telah menjadi sektor sangat penting bagi negara-negara berkembang. Yang menarik, kecuali di sektor tekstil, Jepang tidak lagi menjadi eksportir utama di sektor pakaian. Meskipun nilai dolar pada ekspor tekstilnya masih lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa negara maju lainnya, tren umum pada ekspor Jepang menurun seperti halnya negara-negara industri lainnya. Fenomena ini ironis bagi Jepang karena sebelumnya Jepang merupakan ancaman besar bagi industri tekstil negara-negara maju di tahun 1950-an sampai 1960-an. Selain proteksi perdagangan, hal-hal yang turut menyebabkan penurunan ekspor Jepang dapat juga berasal dari meningkatnya besaran upah negara tersebut (U.S. Congress, Office of Technology Assessment1987:7). Sebagaimana yang ditunjukkan dalam tabel-tabel tersebut, negara-negara maju seperti Jerman, Jepang, AS, Inggris, Perancis, dan Belanda, bersama-sama dengan negara-negara industri baru seperti Korea Selatan dan Taiwan telah mengekspor lebih banyak tekstil dibandingkan dengan mengekspor pakaian. Di sisi lain, Hong Kong, Italia, China, Indonesia, dan India mengekspor lebih banyak pakaian daripada tekstil. Hal ini menggambarkan bahwa produksi tekstil cenderung tidak ekonomis dibandingkan dengan industri produk tekstil (misal pakaian) karena memerlukan modal yang lebih banyak, kemampuan produksi yang lebih besar, mesin produksi yang lebih besar, serta upah tenaga kerja yang lebih murah untuk menekan biaya produksi. Untuk produk tekstil seperti pakaian, produksi relatif tidak memerlukan banyak modal tetapi lebih ditekankan kepada keterampilan tenaga kerja yang kompetitif, sebagai contoh misalnya kasus Italia yang memerlukan tenaga terampil dalam hal desain fashion dan hal ini lebih banyak tersedia di negara maju (Singleton 1997).

Kemampuan negosiasi Indonesia di dalam memengaruhi kebijakan proteksionisme dan teknik marketing di sejumlah negara-negara yang memiliki kebutuhan-kebutuhan impor yang tinggi menjadikan sektor tekstil ini, tidak begitu signifikan di dalam menyumbang kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini berbeda apabila dibandingkan dengan Jepang, Hong Kong, Cina, Korea Selatan, dan beberapa negara Asia lain yang menempati posisi lebih baik di dalam industri pakaian dan tekstil yang berguna bagi negara-negara yang memiliki kebutuhan impor yang tinggi 

SIMPULAN

Kebutuhan impor yang melesat di banyak negara pasca-Perang Dunia II menghadirkan perkembangan yang secara dinamis berbeda dengan konstelasi perdagangan tekstil global di periode sebelumnya. Negara industri yang memainkan peranan penting dalam menstimulasi perubahan tersebut membuat banyak negara berkembang menjadi tidak hanya menjadi subjek baru di dalam arena pertukaran tersebut, melainkan juga objek yang seringkali dijadikan sasaran di dalam kebijakan proteksionisme. Indonesia yang baru saja bermain dalam persaingan perdagangan tekstil dan pakaian, tampak tidak berkutik untuk memberikan kontribusi besar di dalam negeri melalui sektor ini, meskipun hal itu bisa dianggap sebagai prestasi mengingat selama Orde Lama tidak berhasil menembus perdagangan internasional sebaik ketika masa Orde Baru. AS yang mewakili pasar Amerika Utara dan Inggris yang merepresentasikan pasar Eropa menjadi pemain yang sulit ditembus dalam penguasaan sejumlah hubungan unilateral, bilateral, dan multilateral. Hal ini merefleksikan bahwa Indonesia belum memenuhi kesiapan produksi dari dalam negeri, sebagaimana beberapa pemain perdagangan tekstil dari Asia yang banyak ditopang oleh upah rendah dan tenaga kerja berlimpah. Meskipun demikian, Indonesia menyumbang ekspor tekstil dan pakaian negara impor. Secara umum, metode kelompok para negara yang eksportir ini seringkali menganggu perekonomian negara importer karena jumlah barang yang tergolong banyak dan murah. 
Sejak pasca-Perang Dunia II hingga menjelang tahun 2000, kebutuhan impor di luar negeri tidak menyediakan ruang yang lapang ke Indonesia. Analisis tentang perkembangan sejumlah negosiasi perdagangan di bidang tekstil dan pakaian berikut dampaknya bagi perdagangan tekstil, menunjukkan bahwa Indonesia kurang berperan dan kurang kompetitif di sektor tekstil dan pakaian yang berkualitas rendah sehingga kesejahteraan masyarakat Indonesia pun akhirnya tidak dapat digantungkan secara maksimal pada perdagangan pakaian dan tekstil di tingkat global. Sekalipun penelitian ini menyajikan fakta dari sumber sekunder, dan oleh karena itu memerlukan kajian lanjutan dalam merekonstruksi sejarah yang lebih mendetail terutama yang berasal dari sumber-sumber primer, hasil penelitian memberikan informasi kepada pihak-pihak yang tertarik tentang bagaimana perdagangan tekstil dan pakaian secara internasional berdampak pada arus perdagangan antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju. 
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